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PENDAHULUAN
[bookmark: _Toc211378486]1.1 Latar Belakang
Kesejahteraan suatu wilayah dapat diukur melalui efektivitas pengelolaan keuangan, khususnya dengan cara meningkatkan pendapatan anggaran dari beragam sektor yang ada di daerah tersebut. Peningkatan ini sebagai salah satu upaya untuk dapat menunjukkan kekuatan ekonomi di suatu daerah, yang salah satunya ditunjukkan melalui pendapatan asli daerah. Pendapatan suatu daerah menjadi indikator keberhasilan Pemerintah daerah dalam memanfaatkan secara optimal potensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA). Untuk itu, Pemerintah daerah terus berinovasi dalam mengelola berbagai sumber penerimaan untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu sumber pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sektor Pajak yang merupakan salah satu komponen utama dalam mendukung sumber penerimaan daerah di Indonesia termasuk di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
Karena peran pajak yang strategis, pendapatan dari sektor tersebut harus terus ditingkatkan dan dioptimalisasikan. Berdasarkan adanya tindakan optimalisasi ini, maka diharapkan pendapatan daerah dari sektor pajak dapat tumbuh dan mampu mencukupi kebutuhan anggaran untuk penyelenggaraan berbagai program pemerintah daerah. Dalam kaitan tersebut, penerimaan pajak daerah juga diharapkan mampu memberikan dorongan nyata bagi percepatan pembangunan di daerah serta menjadi landasan finansial dalam mendukung pelaksanaan program yang dirancang oleh pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kemandirian fiskal suatu daerah, karena hal ini mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menggali potensi penerimaan yang optimal. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, pemerintah daerah perlu menggali potensi penerimaan dari sektor-sektor yang selama ini belum tergarap secara optimal. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, di mana peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan daerah. Adanya peningkatan penerimaan dari daerahnya sendiri, akan memperbesar tersedianya kapasitas keuangan daerah yang digunakan untuk mendanai program pembangunan yang bersifat mandiri dan berkelanjutan (Andriani, 2016).
Pajak Daerah merupakan pungutan wajib yang dikenakan oleh pemerintah daerah tanpa ada imbalan langsung, yang dapat dipaksakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah serta pembangunan daerah (Aryani & Supra, 2020). Sebelumnya, ketentuan mengenai penerimaan pajak daerah diatur dalam Undang-Undah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Namun, untuk menyesuaikan dengan dinamika desentralisasi fiskal dan mengatasi berbagai kendala yang muncul dalam pelaksanaannya, pemerintah menetapkan regulasi baru melalui Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), aturan ini sekaligus mencabut dan menggantikan aturan sebelumnya.
Salah satu jenis pajak yang memiliki potensi kontribusi besar terhadap peningkatan Pendapatan Daerah (PAD) di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).  Potensi ini didukung dengan adanya aktivitas pertambangannya yang cukup tinggi di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Berdasarkan data dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kalimantan Timur menyatakan bahwa dari total 82 perusahaan pertambangan galian C yang beroperasi di Provinsi Kalimantan Timur, sebanyak 29 perusahaan pertambangan beroperasi di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Jumlah ini merupakan yang terbanyak dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi Kalimantan Timur. Namun, meskipun sektor ini dinilai potensial, kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Kutai Kartanegara belum berjalan dengan optimal. Informasi mengenai penerimaan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat pada Tabel 1.1.
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	No
	Tahun
	Realisasi Pajak MBLB

	Realisasi PAD
	Persentase Kontribusi (%)

	1
	2020
	Rp495,691,418.00
	Rp450,759,725,896.36
	0,11%

	2
	2021
	Rp51,443,639.00
	Rp707,307,156,824.89
	0,007%

	3
	2022
	Rp728,817,762.00
	Rp567,757,276,457.12
	0,13%

	4
	2023
	Rp1,329,792,110.00
	Rp651,136,413,747.50
	0,20%

	5
	2024
	Rp2,545,756,837.00
	Rp1,141,124,768,285.39
	0,22%


Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan tren dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, Pajak MBLB hanya menyumbangkan sekitar 0,11% dari total PAD, bahkan menurun drastis menjadi 0,007% pada tahun 2021. Meskipun terjadi peningkatan pada tahun tahun berikutnya sampai dengan tahun 2024. Namun demikian, persentase tersebut tetap berada di bawah 1%, yang menggambarkan bahwa kontribusinya tergolong sangat rendah. Fakta ini menunjukkan bahwa potensi sektor MBLB sebagai sumber penerimaan daerah belum dimanfaatkan secara optimal. Ketimpangan antara tingginya aktivitas pertambangan dengan rendahnya kontribusi yang diterima menjadi dasar penting untuk dilakukan kajian terhadap efektivitas pemungutan Pajak MBLB di Kabupaten Kutai Kartanegara
Rendahnya kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak hanya disebabkan oleh aspek teknis pemungutan pajak, tetapi juga dapat dilihat dari tingkat kepatuhan wajib pajak yang belum optimal. Ketidakstabilan jumlah wajib pajak yang aktif dari tahun ke tahun menjadi salah satu indikator lemahnya partisipasi dan pengawasan terhadap pelaksanan Pajak MBLB. Wajib pajak aktif dalam konteks ini merupakan pihak badan usaha yang telah melaporkan dan membayarkan kewajiban pajaknya pada tahun tersebut. Sedangkan, wajib pajak tidak aktif merupakan usaha yang tidak menjalankan kewajiban perpajakannya baik dalam melaporkan ataupun membayarkan pada tahun tersebut. Kondisi ini dapat dilihat lebih jelas melalui data yang disajikan pada tabel 1.2 berikut.
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	No
	Tahun
	Jumlah Wajib Pajak Aktif
	Jumlah Wajib Pajak Tidak Aktif

	1
	2020
	9 
	0

	2
	2021
	1 
	15

	3
	2022
	5
	15

	4
	2023
	12
	3

	5
	2024
	6
	8


Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Berdasarkan Tabel 1.2, fluktuasi jumlah Wajib Pajak aktif dan tidak aktif ini mencerminkan dinamika pelaksanaan dan pengawasan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Rendahnya jumlah Wajib Pajak aktif pada beberapa tahun tertentu dapat mengindikasikan lemahnya pengawasan dan kurangnya sosialisasi yang menyababkan ketidakpatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban perpajakan. Sebaliknya, adanya peningkatan Wajib Pajak aktif pada beberapa tahun menunjukkan adanya perbaikan dalam implementasi kebijakan dan pengawasan yang lebih efektif. Berdasarkan temuan dilapangan, banyak pelaku usaha kecil dan perseorangan, khususnya dalam aktivitas penambangan tanah urug dan batu, tidak terdaftar secara resmi dan tidak melaporkan kegiatan usahanya ke Badan Pendapatan Daerah, meskipun telah dikirimkan surat teguran.  Hal ini  menunjukkan bahwa efektivitas pemungutan pajak MBLB masih menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah. 
Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) memperkenalkan jenis pajak baru yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, yaitu Opsen Pajak atas Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Opsen ini merupakan pungutan tambahan yang dikenakan berdasarkan persentase tertentu dari besaran pajak utama yaitu besaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 61 UU HKPD. Dinyatakan bahwa opsen pajak dipahami sebagai pelengkap atas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) yang sudah dipungut terlebih dahulu oleh pemerintah Kabupaten/Kota. Berdasarkan Peraturan Daerah Porvinsi Kalimantan Timur No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, besaran tarif opsen atas Pajak MBLB telah ditentukan yaitu sebesar 25% dari jumlah Pajak MBLB yang terutang. Karena Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) ini merupakan kebijakan baru yang baru berlaku 5  Januari 2025, maka perlu di analisis mengenai implementasinya. Implementasi pajak MBLB mencakup aspek regulasi, prosedur administrasi, serta pemahaman dan kepatuhan wajib pajak. 
Di sisi lain, efektivitas pemungutan pajak MBLB tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan yang diterapkan, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah daerah dalam mengawasi pelaksanaan pemungutan tersebut. Masih banyak ditemukan pelaku usaha yang tidak melaporkan kegiatan usahanya atau bahkan menghindari pembayaran pajak, meskipun telah diberikan teguran oleh Badan Pendapatan Daerah. Kurangnya pengawasan yang ketat serta minimnya sanksi terhadap pelanggaran juga turut memperburuk situasi ini. Banyak faktor yang menyebabkan hal ini, mulai dari keterbatasan pengawasan, tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah, hingga belum optimal nya implementasi kebijakan pemungutan di lapangan. Menurut pengakuan Badan Pendapatan Daerah, keterbatasan jumlah pegawai lapangan dan belum adanya  sanksi terhadap pelanggaran juga turut menjadi faktor. Dengan demikian, pengawasan dapat berperan sebagai variabel moderasi yang memperkuat hubungan antara implementasi dan efektivitas pajak MBLB terhadap PAD. Jika pengawasan dilakukan secara intensif dan tegas, maka kemungkinan penerimaan pajak yang tidak optimal dapat diminimalisir dan pendapatan daerah dapat meningkat secara signifikan.
Sebagai salah satu sumber utama pembiayaan daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) berperan penting untuk mendukung kemandirian fiskal, mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Di Kabupaten Kutai Kartanegara, salah satu komponen penting PAD adalah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Hal ini wajar mengingat daerah tersebut memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar, khususnya di sektor pertambangan dan galian. Namun demikian, realisasi penerimaan pajak MBLB hingga kini belum sepenuhnya optimal dan seringkali tidak sebanding dengan potensi yang tersedia. Kondisi tersebut dapat berdampak pada keterbatasan ruang fiskal daerah dalam membiayai pembangunan infrastruktur, pelayanan sosial, dan program peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Di sisi lain, pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kontribusi pajak MBLB, salah satunya melalui implementasi opsen pajak MBLB yang diharapkan mampu memperluas basis penerimaan dan mengefektifkan sistem perpajakan. Akan tetapi, implementasi kebijakan tidak serta-merta menjamin peningkatan PAD apabila tidak diiringi dengan efektivitas mekanisme pemungutan pajak. Proses identifikasi wajib pajak, pengawasan aktivitas penambangan, penetapan besaran pajak, hingga kepatuhan pembayaran masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya pengawasan, hingga masih adanya praktik penghindaran pajak.
Tidak hanya berkaitan dengan implementasi dan efektivitas pemungutan, aspek pengawasan memegang peranan yang sangat krusial. Pengawasan berfungsi sebagai variabel moderasi yang mampu memperkuat atau memperlemah pengaruh implementasi kebijakan terhadap penerimaan daerah. Pengawasan yang ketat dan berkesinambungan akan memastikan bahwa setiap potensi pajak MBLB benar-benar dapat dipungut secara maksimal, serta mengurangi peluang kebocoran penerimaan. Tanpa pengawasan yang memadai, upaya peningkatan efektivitas pemungutan pajak melalui opsen berisiko tidak memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan PAD.
Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh implementasi pajak MBLB dan efektivitas pemungutannya terhadap Pendapatan Asli Daerah, dengan pengawasan sebagai variabel moderasi di Kabupaten Kutai Kartanegara

[bookmark: _Toc211378489]1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
a. Apakah implementasi Opsen Pajak MBLB berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kutai Kartanegara?
b. Apakah efektivitas pemungutan Pajak MBLB berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kutai Kartanegara?
c. Apakah pengawasan memoderasi pengaruh implementasi Opsen Pajak MBLB terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kutai Kartanegara?
d. Apakah pengawasan memoderasi pengaruh efektivitas pemungutan Pajak MBLB terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kutai Kartanegara?
1.3 [bookmark: _Toc211378490]Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
a. Untuk menganalisis pengaruh dari implementasi Opsen Pajak MBLB terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kutai Kartanegata.
b. Untuk menganalisis pengaruh dari efektivitas pemungutan Pajak MBLB terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kutai Kartanegara.
c. Untuk menganalisis peran pengawasan dalam memoderasi pengaruh antara implementasi Opsen Pajak MBLB terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kutai Kartanegara.
d. Untuk menganalisis peran pengawasan dalam memoderasi pengaruh antara efektivitas pemungutan Pajak MBLB terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kutai Kartanegara.
1.4 [bookmark: _Toc211378491]Manfaat Penelitian
Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 
1. Manfaat Teoretis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teori perpajakan daerah, khususnya terkait implementasi dan efektivitas pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).  Temuan dari penelitian ini diharapkan mampu memperkaya literatur mengenai peran sektor sumber daya alam dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta menambah pemahaman tentang bagaimana pengawasan dapat memperkuat pengaruh kebijakan perpajakan terhadap penerimaan daerah.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi Peneliti 
Dari Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman langsung dalam melakukan analisis terhadap kebijakan perpajakan daerah, khususnya Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan memperluas wawasan peneliti terkait faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pemungutan pajak dan dampaknya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
b. Bagi Instansi
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mengevaluasi implementasi kebijakan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Selain itu, hasil penelitian juga dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam memperbaiki mekanisme pengawasan dan strategi pemungutan agar lebih optimal dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
c. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dalam pengembangan studi di bidang perpajakan daerah, khususnya yang berkaitan dengan pajak sektor pertambangan dan pengaruh pengawasan sebagai variabel moderasi. Diharapkan juga penelitian ini dapat mendorong kajian lanjutan.


[bookmark: _Toc211378492]BAB II
KAJIAN PUSTAKA
[bookmark: _Toc211378493]2.1 Teori Keagenan (Agency Theory)
Teori keagenan pertama kali dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976). Menurut (Yusmalina, Lasita, 2020), teori ini menjelaskan mengenai hubungan antara principal yang memberikan wewenang tertentu kepada agent untuk melaksanakan suatu tugas. Manurut teori keagenan, pihak agent tidak selalu dapat dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan principal, perbedaan kepentingan diantara kedua pihak inilah yang menjadi dasar munculnya teori keagenan (aency theory). Dalam konteks penelitian ini, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) berfungsi sebagai agent yang diberi kewenangan oleh Pemerintah Daerah sebagai principal.
Menurut (Muhammad Iqbal, 2023), principal memberikan aturan dan ketentuan yang bersifat mengikat bagi agent, serta menyediakan sumberdaya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas yang diberikan. Sebagai bentuk pertanggung jawaban atas penerimaan wewenang dan sumberdaya tersebut, agent berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada principal atas hasil pelaksanaannya. Wewenang dan sumberdaya yang dimaksud dalam penelitian ini mencakup, pemberian kewenangan, dukungan kebijakan dan fasilitas pendukung pemungutan pajak. Sedangkan, laporan pertanggungjawaban yang dimaksud adalah laporan hasil pelaksanaan tugas dan kinerja pemungutan yang mencakup, laporan realisasi penerimaan pajak daerah maupun laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD).
Dalam teori keagenan,  seringkali terdapat perbedaan kepentingan antara agent dan principal. Ketika kondisi tersebut terjadi, muncul risiko bahwa agent tidak sepenuhnya bertindak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh principal. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan sebagai bentuk kontrol untuk memastikan bahwa Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kutai Kartanegara menjalankan tugasnya sesuai tujuan kebijakan fiskal. Berdasarkan teori ini, Pemerintah Daerah sebagai principal mempercayakan pelaksanaan kebijakan opsen pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) dan pemungutan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai agent, dengan harapan bahwa hasil penerimaan pajak tersebut dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2.2 [bookmark: _Toc211378494]Implementasi Opsen Pajak MBLB
Menurut Rafika Safarini (2023), implementasi merupakan tindakan yang dilakukan untuk menjalankan dan merelisasikan program yang telah dirancang, guna mencapai maksud tertentu yang telah diperhitungkan, karena pada umumnya setiap hal yang direncanakan memiliki sasaran dan tujuan yang harus dicapai.
Menurut Andi Tenri Ummu (2015), implementasi merupakan proses yang bersifat dinamis, dimana pihak pelaksana kebijakan menjalankan berbagai aktivitas atau tindakan tertentu yang pada akhirnya diarahkan untuk mencapai hasil yang sejalan dengan tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan dalam kebijakan tersebut.
Menurut Muhammad Irfan Athoriq (2021), Implementasi merupakan proses pelaksanaan dari suatu rencana yang telah dirancang dengan cermat dan terstruktur. Secara umum, implementasi dapat dipahami sebagai tindakan nyata dalam menerapkan atau menjalankan suatu kebijakan atau program.
Berdasarkan penjelasan menganai implementasi, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi opsen pajak MBLB adalah proses palaksanaan yang dilakukan secara bertahap dan sesuai dengan arahan, berupa tindakan nyata untuk menjalankan serta merealisasikan kebijakan pemungutan opsen pajak MBLB yang telah dirancang, dengan tujuan untuk mencapai hasil sesuai dengan target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah ditetapkan.
Menurut Muhammad Irfan Athoriq (2021), indikator penelitian yang digunakan dalam mengukur implementasi adalah sebagai berikut:
a. Adanya kesederhanaan prosedur
b. Kejelasan dalam pelaksanaan
c. Keamanan pelaksanaan pelayanan
Menurut (Febriyanda & As’ari, 2023) indikator penelitian yang digunakan dalam mengukur implementasi adalah sebagai berikut:

a. Tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku.
b. Lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi.
c. Terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki.
Berdasarkan indikator-indikator penelitian di atas, indikator yang akan digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur implementasi adalah:
1. Kejelasan dalam pelaksanaan
2. Lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi.
3. Terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki.
[bookmark: _Toc211378495]2.3 Efektivitas Pemungutan Pajak MBLB
Menurut Fikri et al., (2024), Efektivitas menunjukkan sejauh mana keberhasilan pemerintah dalam mengumpulkan pajak daerah dengan membandingkannya terhadap target panerimaan yang telah ditetapkan sebelumnya.
Menurut Pamela Indira Lasut (2014), efektivitas merujuk pada sejauh mana hasil yang dicapai mendekati atau memenuhi target yang telah direncanakan. Semakin tinggi pencapaiannya terhadap target, maka semakin efektif proses pemungutannya.
Menurut Tesalonika et al., (2016), efektivitas mengukur sejauh mana hasil yang dicapai berkaitan langsung dengan tujuan yang telah ditetapkan, atau dapat juga dipahami sebagai tolok ukur keberhasilan suatu output, kebijakan, dan prosedur dalam organisasi dalam memenuhi target yang ditetapkan.
Berdasarkan penjelasan mengenai efektivitas, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) merupakan ukuran yang menunjukkan sejauh mana suatu kegiatan pemungutan pajak MBLB berhasil mencapai target yang telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas tidak hanya mencerminkan kesesuaian antara hasil dan tujuan, tetapi juga menjadi tolok ukur keberhasilan pelaksanaan kebijakan pemungutan pajak MBLB dalam mencapai output yang diharapkan. Dengan kata lain, semakin tinggi pencapaian pemungutan pajak MBLB terhadap terhadap target, semakin efektivitas pula pelaksanaan kegiatan dan pemungutannya.
Indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas pemungutan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) adalah rasio efektivitas, yaitu perbandingan antara realisasi penerimaan pajak MBLB dengan target yang telah ditetapkan pada setiap semester, dari semester pertama tahun 2020 sampai dengan semester pertama tahun 2025.
[bookmark: _Toc211378496]2.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Menurut Andriani (2016),  Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan jenis penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah melalui pemanfaatan sumber daya yang ada di wilayahnya sendiri, dan dipungut sesuai ketentuan dalam peraturan daerah yang sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menurut Riska & Junaedy (2017), Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh oleh pemerintah daerah melalui pemungutan yang berlandaskan peraturan daerah dan sesuai dengan ketentuan hukum perundang-undangan yang berlaku.
Menurut Nasir (2019), Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendanaan utama bagi pemerintah daerah yang difokuskan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan. Tujuannya agar hasil pembangunan tersebut dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat. Artinya, semakin besar penerimaan yang diperoleh daerah akan sebanding dengan laju pertumbuhan di daerah tersebut.
Berdasarkan penjelasan mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah dari potensi wilayahnya sendiri, dipungut sesuai aturan yang berlaku, dan digunakan untuk membiayai pembangunan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Semakin besar Pendapatan Asli Daerah (PAD), semakin besar pula kemampuan daerah dalam mendorong pembangunan. Dengan kata lain, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan sejalan dengan percepatan proses pembangunan di suatu daerah.
Indikator yang digunakan dalam mengukur Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam penelitian ini adalah total realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada periode semester pertama dari tahun 2020 hingga semster pertama tahun 2025. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencerminkan jumlah pendapatan asli daerah yang benar-benar berhasil dikumpulkan oleh pemerintah daerah.
[bookmark: _Toc211378497]2.5 Pengawasan
Menurut Andriani (2016), pengawasan merupakan aktivitas yang mencakup pemantauan terhadap jalannya seluruh proses dalam organisasi dan memiliki keterkaitan erat dengan proses perencanaan. Fungsi pengawasan yaitu untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai arah yang direncanakan, sehingga potensi terjadinya penyimpangan dapat diminimalisir. Oleh karena itu, pengawasan perlu dilaksanakan secara optimal, karena pengawasan yang efektif akan berdampak signifikan dalam meningkatkan tingkat efisiensi organisasi.
Menurut Djadjuli (2018), pengawasan merupakan suatu aktivitas yang berfokus pada penetapan indikator kinerja serta pelaksanaan langkah-langkah korektif yang bertujuan untuk memastikan tercapainya hasil sesuai dengan rencana yang telah yang telah dirancang sebelumnya. Melalui mekanisme pengawasan ini, tujuan yang telah ditetapkan oleh pihak manajemen memiliki peluang lebih besar untuk direalisasikan secara efektif dan sistematis.
Menurut Romauli Situmeang (2017), pengawasan merupakan suatu mekanisme yang berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran serius serta melakukan penyesuaian apabila ditemukan ketidaksesuaian minor yang dilakukan oleh pegawai dalam menjalankan aktivitas organisasi. Fungsi ini juga berperan dalam memastikan bahwa sasaran organisasi dapat dicapai sesuai dengan arah dan rencana yang telah ditetapkan sejak awal.
Berdasarkan penjelasan mengenai pengawasan di atas, maka dapat disimpulkan pengawasan merupakan proses untuk memastikan kegiatan organisasi berjalan sesuai rencana, dengan cara menetapkan ukuran kinerja, memantau pelaksanaannya, dan mengambil tindakan jika terjadi penyimpangan dalam melaksanakan tugasnya, hal ini dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.
Menurut Handoko (2009:362) dalam (Suhariyanto et al., 2018), indikator pengawasan diukur menggunakan indikator:
1. Penetapan standar pelaksanaan (perencanaan)
2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan
3. Perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisan penyimpangan-penyimpangan.
Menurut Afhissa et al., (2017), indikator yang digunakan dalam mengukur pengawasan meliputi:
1. Menjelaskan tujuan kerja
2. Menetapkan ukuran kerja
3. Melakukan pengamatan kerja
Menurut Akila (2017), indikator yang efektif yang digunakan dalam mengukur pengawasan meliputi:
1. Menetapkan alat pengukur (Standar)

2. Menilai (Evaluasi)
3. Mengadakan tindakan Perbaikan (Corrective action)
Berdasarkan indikator-indikator penelitian di atas, indikator yang akan digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur pengawasan adalah:
1. Menetapkan standar pelaksanaan (perencanaan)
2. Melakukan pengamatan kerja
3. Mengadakan tindakan perbaikan (Corrective action)
[bookmark: _Toc211378498]2.6 Penelitian Terdahulu
[bookmark: _Toc208418194][bookmark: _Toc208418459][bookmark: _Toc210140109][bookmark: _Toc210140779][bookmark: _Toc210141004][bookmark: _Toc211298946][bookmark: _Toc211303094][bookmark: _Toc211303557][bookmark: _Toc211304174]Beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dan akan dijadikan sebagai dasar acuan dan perbandingan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 2.1 Peneliti Terdahulu
	Nama/Tahun Penelitian
	Judul Penelitian
	Metodologi Penelitian
	Hasil Penelitian

	(Rinaldi dan Ismet Ismatullah, 2024)
	Optimalisasi Potensi Pajak Petambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) dengan UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) di Kabupaten Sukabumi
	Analisis Kuantitatif Deskriptif
	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak MBLB masih minim kontribusinya karena lemahnya pengelolaan dan pendataan pelaku tambang. Ketidakseimbangan antara dampak lingkungan dengan hasil pajak menunjukkan kurangnya keseriusan pengelolaan. Diharapkan, dengan diberlakukannya UU HKPD dan opsen pajak MBLB mulai 1 Januari 

	Nama/Tahun Penelitian
	Judul Penelitian
	Metodologi Penelitian
	Hasil Penelitian

	
	
	
	2025, tata kelola pajak daerah membaik dan kemandirian fiskal daerah semakin kuat.

	(Usdeldi et al., 2024)
	Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
	Analisis Kuantitatif Deskriptif
	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada periode 2018-2022 tergolong tidak efektif, dengan rata-rata efektivitas hanya sebesar 42,56%. Efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 58,19%, sedangkan yang terendah pada tahun 2020 sebesar 21,74%.

	(Meisya et al., 2024)
	Analisis Laju Pertumbuhan dan Efektivitas Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kota Palembang
	Analisis Kualitatif Deskriptif
	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pemungutan Pajak MBLB pada periode 2019-2023 tergolong sangat efektif, dengan rata-rata efektivitas sebesar 91,17%. Capaian ini menunjukkan bahwa pemungutan nya berhasil memenuhi bahkan melampaui target yang telah ditetapkan setiap tahunnya.

	(Reynaldo Valentino Turang et al., 2021)
	Analisis Efektivitas dan Kontribusinya Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan bagi Penerimaan Pajak Daerah du Kota Tomohon
	Analisis Kualitatif Deskriptif
	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pemungutan Pajak MBLB selama periode 2016-2019 tergolong rendah. Tingkat efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 61,71%, yang dikategorikan kurang efektif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

	Nama/Tahun Penelitian
	Judul Penelitian
	Metodologi Penelitian
	Hasil Penelitian

	
	
	
	pemungutan Pajak MBLB di kota Tomohon belum berjalan secara optimal.

	(Farida Aryani dan Deswati Supra, 2020)
	Efektivitas dan Efisiensi Pemungutan Serta Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap Pajak Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
	Analisis Deskriptif Kuantitatif dan Kualitatif
	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rasio efektivitas pajak MBLB di Kabupaten Musi Banyuasin mengalami kenaikan signifikan sebesar 238,75%, yang masuk dalam kategori sangat efektif. Secara keseluruhan, efektivitas pemungutan pajak periode 2015-2019 mencapai 115,82% dengan peningkatan signifikan dalam penerimaan pajak serta kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

	(Tomy Wibisono et al., 2020)
	Efektivitas Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019.
	Analisis Kualitatif Deskriptif
	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pemungutan Pajak MBLB pada periode 2015-2019 tergolong sangat efektifsementara pada tahun 2016 sebesar 92,20 dan masih dalam kategori efektif. Secara keseluruhan, proses pemungutan pajak di Kabupaten Magelang dinilai berjalan baik.

	(Kurnia Maria et al., 2020)
	Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pajak Restoran di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon
	Analisis Kualitatif Deskriptif
	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pajak belum optimal karena berbagai hambatan terutama rendahnya kesadaran wajib pajak dan lemahnya komunikasi dengan pelaksana kebijakan. Keterbatasan jumlah dan kinerja aparatur dan kurangnya ketegasan implementor dan minimnya efek jera 

	Nama/Tahun Penelitian
	Judul Penelitian
	Metodologi Penelitian
	Hasil Penelitian

	
	
	
	bagi pelanggar turut menjadi hambatan efektivitas kebijakan.

	(Lukman Wangko, 2020)
	Analisis Implementasi dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pulau Morotai
	Analisis Kuantitatif dan Kualitatif Deskriptif
	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan pajak hotel dan restoran menghadapi hambatan dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu adanya kendala kurang optimalnya pengawasan oleh petugas DISPENDA, lemahnya penegakan sanksi bagi wajib pajak yang tidak patuhh, serta terbatasnya julah SDM. Secara eksternal, mencakup rendahnya kesadaran wajib pajak, nilai pajak terutang belum maksimal dan kurangnya pelaporan atas objek pajak baru.

	(Feril dan Ernawaty Mappigau, 2019)
	Efektivitas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan serta Kontribusinya terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Mamuju
	Analisis Kuantitatif Deskriptif
	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak galian golongan C setiap tahunnya tidak mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2014, target pajak ditetapkan sebesar Rp3 Miliar, namun yang tercapai kurang lebih Rp2,27 Miliar.  Selanjutnya pada tahun 2015, targetnya adalah Rp3 Miliar, namun yang tercapai kurang lebih Rp1,33 Miliar. Hal ini menunjukkan ketidakefektifan dalam pemungutan pajak pada sektor galian golongan C di Kabupaten Manuju.

	(Nanang Qosim et al., 2019)
	Implementasi Kebijakan Pajak Reklame dan 
	Analisis Kualitatif Deskriptif
	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan Pajak Reklame 

	Nama/Tahun Penelitian
	Judul Penelitian
	Metodologi Penelitian
	Hasil Penelitian

	
	Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Donggala
	
	berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Donggala. Meskipun dinilai efektif, ada beberapa aspek seperti sarana, pelaksana, perilaku pembuat kebijakan, dan kualitas layanan perlu ditingkatkan.


Sumber: Hasil review dari berbagai jurnal (2025)
[bookmark: _Toc211378499]2.7 Kerangka Konseptual
Penelitian ini didasarkan pada teori keagenan (Agency Theory) yang pertama kali dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976). Teori ini menjelaskan hubungan antara principal dan agent dalam melaksanakan suatu tugas dan kewenangan tertentu. Dalam konteks ini, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) berperan sebagai agent yang diberikan mandat oleh Pemerintah Daerah yang berperan sebagai principal. Hubungan ini menuntut agar agent melaksanakan tanggung jawabnya secara akuntabel, efisien, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dalam praktiknya, hubungan antara agent dan principal seringkali dihadapkan dengan asimetri informasi, dimana agent memiliki informasi lebih terkait proses dan hasil pelaksanaan kebijakan dibandingkan principal. Kondisi ini berpotensi menimbulkan lemahnya implementasi kebijakan dan ketidakefisienan dalam pengelolaan pajak, dalam hal ini adalah pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (PAD). Oleh karena itu, diperlukan pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan dan pemungutan agar sesuai dengan kepentingan principal. Terdapat beberpaa faktor yang dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti Implementasi kebijakan opsen pajak MBLB dan efektivitas pemungutan pajak MBLB.
Faktor pertama yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah implementasi opsen pajak MBLB. Implementasi ini mencakup bagaimana kebijakan opsen pajak dijalankan mulai dari tahap sosialisasi, pelaksanaan pemungutan sampai dengan evaluasi penerimaan. Jika pelaksana kebijakan dalam hal ini adalah Badan Pemerintah Daerah (Bapenda) Kabupaten Kutai Kartanegara menjalankan implementasi sesuai dengan ketentuan, maka potensi penerimaan pajak dalam dimaksimalkan. Berdasarkan teori keagenan (agency theory), implementasi yang baik dapat mencerminkan kemampuan agent dalam menjalankan tanggung jawab dari principal secara efektif sehingga dapat berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Faktor kedua adalah efektivitas pemungutan pajak MBLB, efektivitas dalam hal ini mencerminkan sejauh mana proses pemungutan pajak MBLB mencapai target yang telah ditetapkan. Efektivitas pemungutan pajak menjadi hal yang penting dalam menilai kinerja agent dalam mengoptimalkan potensi fiskal. Apabila proses pemungutan dan pengelolaan pajak dilakukan dengan efisien dan sesuai prosedur, maka hal ini dapat mencerminkan bahwa agent telah melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik terhadap principal. Semakin tinggi efektivitas penmungutan pajak MBLB, maka semakin besar kontribusinya terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Selain kedua faktor tersebut, penelitian ini juga menempatkan pengawasan sebagai variabel moderasi yang memperkuat hubungan antara Implementasi kebijakan opsen pajak MBLB maupun efektivitas pemungutan pajak MBLB.
Dalam perspektif teori keagenan, pengawasan berperan sebagai mekanisme kontrol yang bertujuan untuk mengurangi asimetri informasi dan memastikan bahwa agent menjalankan tugasnya sesuai dengan kepentingan principal. dengan dasar pemikiran tersebut, maka kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:Pengaruh Implementasi Opsen Pajak MBLB dan Efektivitas Pemungutan Pajak MBLB terhadap PAD dengan Pengawasan sebagai Variabel Moderasi di Kabupaten Kutai Kartanegara
Teori Keagenan (Agency Theory)
Implementasi Opsen Pajak MBLB
Efektivitas Pemungutan Pajak MBLB
PAD
Pengawasan



 	





[bookmark: _Toc211303096][bookmark: _Toc211304176][bookmark: _Toc211378500]Gambar 2.1 Kerangka Konseptual
Sumber: Data Diolah, 2025
 				
2.8 [bookmark: _Toc211378501]Pengembangan Hipotesis
2.8.1 [bookmark: _Toc211378502]Pegaruh implementasi opsen pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)  terhadap PAD.
Penelitian ini merujuk pada teori keagenan (Agency Theory) yang  menjelaskan mengenai hubungan antara principal yang memberikan wewenang tertentu kepada agent untuk melaksanakan suatu tugas. Dalam konteks penelitian ini, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (agent) yang diberi kewenangan oleh Pemerintah Daerah (principal) untuk mengimplementasikan kebijakan pemungutan opsen pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) di Kabupaten Kutai Kartanegara.
Penelitian oleh Rafika Safarini (2023), menunjukkan bahwa implementasi pemungutan yang belum optimal berdampak pada rendahnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Keberhasilan penerimaan daerah dipengaruhi oleh sejauh mana pihak pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugasnya secara efektif dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Oleh karena itu, jika implementasi dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik maka akan mencerminkan keselarasan antara principal dan agent, yang pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin baik pelaksanaan atau implmentasi kebijakan opsen pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), semakin besar pula kontribusinya terhadap peningkatan Pendapatan AslI Daerah (PAD) di Kabupaten Kutai Kartanegara. Berdasarkan penjabaran tersebut, hipotesis yang dikemukakan dalam studi ini adalah:
H1: Implementasi opsen pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)  berpengaruh signifikan dan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kutai Kartanegara.
2.8.2 [bookmark: _Toc211378503]Pengaruh efektivitas pemungutan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)  terhadap PAD
Efektivitas merujuk pada sejauh mana proses pemungutan pajak mampu mencapai target, dengan cara membandingkan antara jumlah pajak yang berhasil dikumpulkan dengan jumlah pajak yang ditargetkan untuk dikumpulkan dalam periode waktu tertentu. Berdasarkan teori keagenan (Agency Theory), efektivitas pemungutan pajak menggambarkan kinerja Badan Pendapatan Daerah (Agent) dalam tugas pemungutan sebagaimana yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah (Principal). Ketika realisasi hasil pemungutan pajak mendekati atau melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini menunjukkan bahwa agent telah menjalankan tugas dan wewenangnya secara optimal.
Menurut (Wildan Ubaidillah, 2025), peningkatan efektivitas pemungutan pajak daerah berdampak secara langsung terhadap besarnya kontribusi pajak terhadap keuangan daerah. Hal ini mencerminkan keberhasilan Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan potensi fiskal yang dimiliki, khususnya pada sektor perpajakan. Mengingat pajak daerah merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka semakin tinggi efektivitas pemungutan pajak, semakin besar pula potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 
Dalam konteks penelitian ini, efektivitas pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) dipandang sebagai salah satu faktor penting yang berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Apabila proses pemungutan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) dilakukan secara efektif, maka kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan lebih optimal.
Hasil penelitian (Tasya Utami, 2021), menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan pajak daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah kota Medan. Meskipun fokus penelitian tersebut membahas efektivitas penerimaan, temuan tersebut masih relevan karena efektivitas pemungutan merupakan bagian dari proses penerimaan. Keberhasilan pemungutan pajak secara langsung mempengaruhi capaian penerimaan dan peningkatan PAD. Temuan ini memperkuat asumsi bahwa efektivitas pemungutan berkontribusi secara positif terhadap peningkatan PAD, maka hipotesis yang dikemukakan dalam studi ini adalah:
H2: Efektivitas pemungutan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) berpengaruh signifikan dan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kutai Kartanegara.

2.8.3 [bookmark: _Toc211378504]Pengaruh Implementasi Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) terhadap PAD dengan Pengawasan sebagai Variabel Moderasi
Implementasi kebijakan pajak mencakup bagaimana kebijakan tersebut dijalankan di lapangan mulai dari sosialisasi, pelaksanaan teknis, hingga evaluasi. Namun, keberhasilan implementasi tidak hanya bergantung pada desain kebijakan, tetapi juga pada pengawasan yang dilakukan oleh otoritas terkait. Berdasarkan teori keagenan (Agency Theory), Pemerintah Daerah sebagai principal yang memeberikan mandat kepada Badan Pendapatan Daerah sebagai agent untuk melaksanakan kebijakan fiskal, dalam hal ini adalah implementasi opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Namun, dalam pelaksanaannya, seringkali terdapat perbedaan kepentingan antara agent dan principal, sehingga diutuhkannya sistem pengawasan untuk memastikan bahwa agent bertindak sesuai dengan tujuan dan kepentingan principal.
Menurut (Isye, 2019), Pengawasan berperan sebagai instrumen penting dalam mencapai tujuan kebijakan publik. Dengan adanya proses pengawasan, potensi penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan dapat diidentifikasi lebih awal sehingga dapat dilakukan upaya perbaikan. 
Dalam pelaksanaan kebijakan penting untuk tidak hanya fokus pada perumusan kebijakan, tetapi juga memastikan bahwa proses implementasinya berjalan secara sistematis dan terpantau dengan baik. Pengawasan yang konsisten terhadap pelaksanaan kebijakan menjadi kunci untuk mencegah terjadinya penyimpangan serta memastikan bahwa kebijakan opsen pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) benar benar berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daera. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah:
H3: Pengawasan memperkuat pengaruh antara implementasi opsen pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kutai Kartanegara.
2.8.4 [bookmark: _Toc211378505]Pengaruh Efektivitas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) terhadap PAD dengan Pengawasan sebagai Variabel Moderasi
Efektivitas pemungutan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) mencerminkan sejauh mana proses pemungutan pajak mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Berdasarkan teori keagenan (Agency Theory), efektivitas pemungutan Pajak Daerah mencerminkan kinerja Badan Pendapatan Daerah (Agent) dalam tugas pemungutan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah (Principal). 
Penelitian oleh (Farida Idayanti, 2023), menjelaskan bahwa efektivitas pajak daerah berperan penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menyarankan perlunya pengawasan dan evaluasi berkelanjutan sebagai upaya untuk meminimalkan kebocoran dan meningkatkan kepatuhan. 
Dalam konteks peneltiian ini, pengawasan berfungsi sebagai mekanisme kontrol bagi agent agar melaksanakan tugas pemungutan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) secara optimal. Semakin baik pengawasan yang dilakukan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak, maka semakin besar pula pengaruh efektivitas pemungutan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah:
H4: Pengawasan memperkuat pengaruh antara efektivitas pemungutan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kutai Kartanegara.
Beikut merupakan model penelitian yang menggambarkan hubungan antar variabel:
Implementasi Opsen Pajak MBLB
(X1)
Pengawasan
Z
Efektivitas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 
(X2) 
X2
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Y) 
Y
H1
H2[image: ]
H3[image: ]
H4







[bookmark: _Toc211303099][bookmark: _Toc211304182][bookmark: _Toc211378506]Gambar 2.2  Model Penelitian
Sumber: Data Diolah, 2025
[bookmark: _Toc211378507]BAB III
METODE PENELITIAN
3.1 [bookmark: _Toc211378508]Definisi Operasional & Pengukuran Variabel
3.1.1 [bookmark: _Toc211378509]Variabel Independen (X)
Menurut (Sugiyono, 2017), Variabel Independen (X) atau sering dikenal dengan variabel bebas, merupakan variabel yang mempengaruhi perubahan, dengan kata lain keberadaannya dapat menyebabkan terjadinya perubahan terhadap variabel dependen (Y). Terdapat dua variabel independen (X) dalam penelitian ini, yaitu:
3.1.1.1 Implementasi Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). 
Implementasi opsen pajak MBLB adalah proses palaksanaan yang dilakukan secara bertahap dan sesuai dengan pedoman yang berlaku, berupa tindakan nyata untuk menjalankan dan merealisasikan kebijakan  pemungutan opsen pajak MBLB. Tujuan akhirnya adalah agar kebijakan tersebut dapat  mencapai kontribusi yang sesuai dengan target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah ditetapkan. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala likert lima poin, yaitu (1) Sangat tidak setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Kurang setuju, (4) Setuju, (5) Sangat Setuju. Penelitian ini memilih untuk tidak menggunakan opsi netral dalam kuesioner, karena untuk menghindari kecenderungan responden memilih sebagai jawaban aman dan tidak mencerminkan pendapat atau sikap mereka yang sesungguhnya.
Indikator yang akan digunakan dalam mengukur variabel implementasi opsen pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) dalam penelitian ini adalah (Muhammad Irfan Athoriq, 2021; Febriyanda & As’ari, 2023):
1. Kejelasan dalam pelaksanaan
2. Lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi.
3. Terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki.
[bookmark: _Toc211378510]Tabel 3.1 Ringkasan Variabel Penelitian (X1)
	Variabel Operasional
	Indikator
	Nomor Pernyataan

	Implementasi Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBB)
	1. Kejelasan dalam pelaksanaan
	1,2

	
	2. Lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi.
	3,4

	
	3. Terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki.
	5,6


Sumber: Data Diolah, 2025

3.1.1.2 Efektivitas Pajak MBLB
Efektivitas pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) merupakan ukuran yang menunjukkan sejauh mana suatu kegiatan pemungutan pajak MBLB berhasil mencapai target yang telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas tidak hanya mencerminkan kesesuaian antara hasil dan tujuan, tetapi juga menjadi tolok ukur keberhasilan pelaksanaan kebijakan pemungutan pajak MBLB dalam mencapai output yang diharapkan. Dengan kata lain, semakin tinggi pencapaian pemungutan pajak MBLB terhadap terhadap target, semakin efektivitas pula pelaksanaan kegiatan dan pemungutannya.
Variabel Efektivitas pemungutan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dapat diukur melalui rasio antara realisasi penerimaan dengan target yang telah diselenggarakan. Jika rasio tersebut tinggi, maka semakin efektif juga kinerja pemungutan pajak yang dilakukan. 
Rasio efektivitas pemungutan pajak MBLB dapat dihitung rumus sebagai berikut:

Untuk menilai efektif atau tidaknya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:
[bookmark: _Toc210140116][bookmark: _Toc210140786][bookmark: _Toc210141010][bookmark: _Toc211298952][bookmark: _Toc211303102][bookmark: _Toc211304186][bookmark: _Toc211378511]Tabel 3.2  Nilai Efektivitas
	Persentase (%)
	Kriteria

	Diatas 100%
	Sangat Efektif

	100%
	Efektif

	90-99%
	Cukup Efektif

	75-89%
	Kurang Efektif

	Kurang dari 75%
	Tidak Efektif


		
Sumber: (Arifaizha Mustakim Pakihi, 2018)
3.1.2 [bookmark: _Toc211378512]  Variabel Dependen (Y)
Menurut (Sugiyono, 2017), Variabel dependen (Y) sering disebut dengan variabel terikat. Variabel dependen adalah unsur yang dipengaruhi atau oleh variabel independen (X) atau menjadi akibat dari adanya variabel independen (X). Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah dari potensi wilayahnya sendiri, dipungut sesuai aturan yang berlaku, dan digunakan untuk membiayai pembangunan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Semakin besar Pendapatan Asli Daerah (PAD), semakin besar pula kemampuan daerah dalam mendorong pembangunan. Dengan kata lain, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan sejalan dengan percepatan proses pembangunan di suatu daerah.
Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) diukur berdasarkan total realisasi Pendapatan Asli daerah (PAD) yang diperoleh Kabupaten Kutai Kartanegara dalam periode semester pertama dari tahun 2020 hingga semester pertama tahun 2025. penggunaan data semesteran ini untuk menjaga kesetaraan waktu pengukuran, mengingat kebijakanopsen pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) baru mulai berlaku pada tahun 2025. dan data yang tersedia sampai saat ini hanya mencakup enam bulan pertama. Data Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperoleh dari laporan realisasi pendapatan daerah oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. 
3.1.3 [bookmark: _Toc211378513]Variabel Moderator (Z)
Menurut (Sugiyono, 2017), variabel moderator adalah variabel yang berperan dalam memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Variabel moderator yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengawasan. Pengawasan merupakan proses untuk memastikan kegiatan organisasi berjalan sesuai rencana, dengan cara menetapkan ukuran kinerja, memantau pelaksanaannya, dan mengambil tindakan jika terjadi penyimpangan dalam melaksanakan tugasnya, hal ini dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala likert lima poin, yaitu (1) Sangat tidak setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Kurang setuju, (4) Setuju, (5) Sangat Setuju. Penelitian ini memilih untuk tidak menggunakan opsi netral dalam kuesioner, karena untuk menghindari kecenderungan responden memilih sebagai jawaban aman dan tidak mencerminkan pendapat atau sikap mereka yang sesungguhnya.
Indikator yang akan digunakan dalam mengukur variabel moderator dalam penelitian ini adalah (Afhissa et al., 2017 ; Akila, 2017;  Handoko (2009:362) dalam (Suhariyanto et al., 2018):
1. Menetapkan standar pelaksanaan (perencanaan)
2. Melakukan pengamatan kerja
3. Mengadakan tindakan perbaikan (Corrective action)
[bookmark: _Toc211378514]Tabel 3.3 Ringkasan Variabel Penelitian (Z)
	Variabel Operasional
	Indikator
	Nomor Pernyataan

	Pengawasan sebagai Variabel Moderasi
	1. Menetapkan standar pelaksanaan (perencanaan)
	1,2

	
	2. Melakukan pengamatan kerja
	3,4

	
	3. Mengadakan tindakan perbaikan (Corrective action)
	5,6


Sumber: Data Diolah, 2025

[bookmark: _Toc211378515]3.2 Jenis dan lokasi penelitian
[bookmark: _Toc211378516]3.2.1 Jenis Penelitian
Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif yang bertujuan untuk pengujian terhadap hipotesis penelitian berdasarkan data yang dapat diukur secara numerik.  Dalam pelaksanaannya, data dianalisis menggunakan teknik statistik guna mengidentifikasi hubungan antar variabel, mengukur tingkat pengaruh serta melakukan verifikasi terhadap hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya (Sugiyono, 2017).
[bookmark: _Toc211378517]3.2.2 Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian ini dilakukan di Badan Pedapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang beralamat di Jl. Wolter Monginsidi No.1 Tenggarong 75511 Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur.
[bookmark: _Toc211378518]3.3. Populasi dan Sampel Penelitian
[bookmark: _Toc211378519]3.3.1 Populasi Penelitian
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang secara langsung menangani pengelolaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Berdasarkan informasi yang diterima, pegawai yang secara langsung menangani Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan kurang lebih berjumlah 20 orang.
[bookmark: _Toc211378520]3.3.2 Sampel Penelitian
Karena jumlah populasi penelitian yang relevan dan memiliki keterlibatan langsung dengan objek penelitian ini sangat kecil, maka teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik pengambilan sampel bila jumlah populasi relatif kecil yaitu kurang dari 30, maka semua anggota populasi akan dijaikan sampel (Sugiyono, 2017).
[bookmark: _Toc211378521]3.4 Jenis dan Sumber Data
[bookmark: _Toc211378522]3.4.1 Jenis Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka dan dapat diolah secara statistik. Data tersebut diperoleh dari penyebaran kuesioner serta Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2020-2025,  yang dimulai dari semester I tahun 2020 sampai dengan semester I tahun 2025. 
3.4.2 [bookmark: _Toc211378523]Sumber Data
a. Data Primer
Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui penyebaran kuesioner kepada responden yang telah ditentukan, yaitu kepada pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan Pajak Daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara khususnya yang berkaitan dengan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) serta Opsen Pajak MBLB. Dalam hal ini pihak yang terkait diantaranya adalah semua pegawai dari berbagai bidang yang secara langsung menangani Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan metode survei menggunakan instrumen kuesioner berbasis skala likert. Data primer digunakan untuk mengukur variabel X1 (Implementasi opsen pajak MBLB) dan variabel Z (pengawasan sebagai variabel moderator).
b. Data Sekunder
Data sekunder dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung atau dikumpulkan oleh pihak lain yang relevan, kemudian digunakan sebagai bahan pendukung dalam analisis. Dalam hal ini, data yang digunakan adalah data yang memuat informasi mengenai realisasi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) di Kabupaten Kutai Kartanegara selama periode tahun 2020-2025. Mengacu pada kebijakan opsen pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) yang baru mulai diterapkan pada tahun 2025, serta mempertimbangkan keterbatasan data yang baru tersedia hingga semester I tahun berjalan, maka data yang digunakan adalah realisasi pendapatan secara semesteran, yang dimulai dari semester I tahun 2020 sampai dengan semester I tahun 2025. Hal ini bertujuan memberikan gambaran komparatif antara periode sebelum dan sesudai adanya opsen. Data realisasi pendapatan diperoleh melalui permohonan data kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kutai Kartanegara dan telah diverifikasi sebagai sumber resmi.
3.5 [bookmark: _Toc211378524]Teknik Analisis Data
[bookmark: _Toc211378525]Metode Analisis deskriptif
Analisis deskriptif merupakan metode analsisi data yang bertujuan untuk menjelaskan atau menggambarkan data yang diperoleh, tanpa melakukan penarikan kesimpulan yang bersifat umum atau generalisasi (Sugiyono, 2017).
Analisis deskriptif ini digunaan untuk memberikan gambaran umum mengenai data yang diperoleh dari data primer yaitu dari responden. Teknik ini bertujuan untuk menyajikan data dalam bentuk yang mudah dipahami, seperti rata-rata (mean), persentase, frekuensi, dan standar deviasi.
[bookmark: _Toc211378526]Uji Validitas dan Reliabilitas 
Uji Validitas dan reliabilitas ini dilakukan terlebih dahulu sebelum melakukan pengujian terhadap hipotesis. Uji Validitas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana item pernyataan dalam kuesioner yang diperoleh mampu mengukur konstruk yang dimaksud. Uji validitas diuji dengan melihat nilai korelasi antara skor item dengan skor total. Item dinyatakan valid apabila nilai korelasi > 0,30.
Sedangkan, uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui konsistensi jawaban responden terhadap item yang diukur. Uji reliabilitas ii dilakukan menggunakan nilai Cronbach’s Alpha. Intrumen dinyatakan reliabel jika nilai alpha ≥ 0,60.
[bookmark: _Toc211378527]Method Of Succesive Interval (MSI)
Method Of Succesive Interval (MSI) digunakan dalam analisis untuk mentransformasi data berskala ordinal menjadi data berskala interval (Dasilva, 2022). 
Menurut (Riduwan and Kuncoro, 2007) dalam (Mondiana et al., 2018), Transformasi dari data berskala ordinal menjadi data berskala interval dilakukan sebagai syarat penggunaan analisis statistik parametrik (seperti regresi linear, korelasi Pearson, atau ANOVA), yang pada dasarnya membutuhkan data berskala interval atau rasio. Adapun langkah-langkah Method Of Succesive Interval (MSI) adalah sebagai berikut:
1. Setiap kategori jawaban diberik skor, misalnya 1, 2, 3, 4, dan 5 (seperti skala Likert)
2. Hitung proporsi (p), dengan membagi jumlah frekuensi setiap skor dengan jumlah seluruh responden.
3. Hitung proporsi kumulatif (CP), dengan menjumlahkan proporsi setiap skor secara berurutan.
4. Gunakan tabel distribusi normal standar (Z-table) untuk menentukan nilai Z dari setiap proporsi kumulatif (CP).
5. Tentukan kepadatan tinggi (high density) untuk setiap nilai Z (diperoleh dari tabel kepadatan distribusi normal).
6. Tentukan nilai skala (NS) atau nilai onterval untuk setiap skor dengan menggunakan rumus MSI
Adapun ramus menentukan nilai skala (Scala Value): 

[bookmark: _Toc211378528]Uji Asumsi Klasik
3.5.4.1 Uji Normalitas
Menurut (Almira Zulaika, 2023), Uji normalitas digunakan untuk mengetahui distribusi data pada variabel yang digunakan dalam penelitian. Tujuan dari pengujian ini untuk memastikan apakah data yang diperoleh berasal dari populasi dengan distribusi normal atau tidak. 
Dalam uji normalitas, jika nilai signifikansi 5% (> 0,05), maka data dianggap memiliki distribusi normal. Jika nilai signifikansi 5% (> 0,05) maka data dinyatakan tidak berdistribusi normal.
3.5.4.2 Uji Multikolinearitas
Menurut (Almira Zulaika, 2023), uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah terdapat kesamaan atau hubungan yang kuat antar variabel bebas dalam suatu model regresi. Kesamaan antar variabel independen dapat menimbulkan korelasi tinggi yang berpotensi mempengaruhi keakuratan dalam menentukan pengaruh masing- masing variabel terhadap variabel dependen secara parsial.
Dalam uji multikolinearitas, jika tolerance > 0,10 maka tidak terjadi multikolinearitas. Sebaliknya, jika tolarance < 0,10 maka terjadi multikolinearitas. Selain itu, jika nilai VIF < 10,00 maka tidak terjadi multikolinearitas. Sebaliknya, jika VIF > 10,00 maka terjadi multikolinearitas.
3.5.4.3 Uji Heteroskedastisitas
Menurut (Ghozali, 2018) dalam (Dasilva, 2022), uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah terdapat perbedaan varians residual antar pengamat dalam model regresi. Dilakukannya pengujian ini untuk memastikan apakah varians dari kesalahan prediksi bersifat konstan atau tidak. Untuk mendeteksi heteroskedastisitas dalam regresi linear berganda adalah dengan mengamati pola pada scatterplot, jika titik-titik pada scatterplot tersebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu di atas maupun di bawah garis nol pada sumbu Y, maka terjadi heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika pola tertentu terlihat, maka model tersebut mengindikasikan adanya heteroskedastisitas dan dianggap kurang baik.
[bookmark: _Toc211378529]Analisis Regresi Linear Berganda 
Analisis regresi linear berganda dalam penelitian digunakan untuk mengetahui pengaruh dua atau lebih variabel independen  terhadap satu variabel dependen. Dalam penelitian ini , teknik analisis regresi linear berganda untuk menguji pengaruh implementasi opsen pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) dan Efektivitas pemungutan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) terhadap Pendapatan Asli Daerah. Adapun model regresi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
Y= a + b1X1 + b2X2 + e
Keterangan:
Y	= Pendapatan Asli Daerah (PAD)
a	= Konstanta
b1, b2	= Koefisien regresi masing-masing variabel
X1	= Implementasi opsen pajak MBLB
X2	= Efektivitas pemungutan pajak MBLB
e	= Error
Pengujian dilakukan dengan melihat nilai signifikansi (p-value) pada uji t dan uji F, serta nilai koefisien determinasi (R²) untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.
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3.5.6.1 Uji Parsial (Uji t)
Menurut (Nurfahmi, 2023), Uji t bertujuan untuk mengidentifikasi apakah dari masing-masing variabel bebas memiliki pengaruh secara individual terhadap variabel terikat, dengan pengujian dilakukan pada tingkat signifikansi 5% (0,05). Dalam uji t, nilai t hitung dibandingkan dengan nilai t tabel pada taraf signifikansi yang sama. Jika nilai t hitung > t tabel, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen tersebut memberikan kontribusi signifikan terhadap variabel dependen.
3.5.6.2 Uji Simultas (Uji F)
Menurut (Almira Zulaika, 2023), uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Dalam uji F, jika nilai signifikansi < 0,05, maka variabel X1 dan X2 secara simulan berpengaruh signifikan terhadap variabel Y, sehingga hipotesis diterima. Sebaliknya, jika nilai signifikansi > 0,05, maka variabel X1 dan X2 secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y, sehingga hipotesis ditolak.
3.5.6.3 Koefisien Determinasi (R2)
Uji koefisien determinasi (F2) digunakan untuk menilai besarnya kontribusi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, dengan ketentuan hasil uji F harus menunjukkan nilai signifikan. Apabila uji F tidak signifika, maka nilai koefisien determinasi (F2) tidak dapat digunakan untuk menjelaskan besarnya kontribusi masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen (Almira Zulaika, 2023).
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Moderated Regression Analysis (MRA) digunakan untuk mengetahui apakah variabel pengawasan yang berperan sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Analisis ini dilakukan dengan menambahkan variabel interaksi antara variabel independen dan variabel moderasi.
Adapun model regresi moderasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
Y= a + b1X1 + b2X2 + b3Z + b4(X1Z) + b5(X2Z) + e
Keterangan:
Y		= Pendapatan Asli Daerah (PAD)
a		= Konstant
b1, b2, b3,b4,b5	= Koefisien regresi
X1		= Implementasi opsen pajak MBLB
X2		= Efektivitas pemungutan pajak MBLB
Z		= Pengawasan
e		= Error
(X1Z), (X2Z)	= Interaksi antara masing-masing variabel independen dengan moderasi
Jika nilai koefisien interaksi (b4 atau b5) menunjukkan signifikansi secara statistik, maka dapat disimpulkan bahwa variabel pengawasan memoderasi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen
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Lampiran 1. Pernyataan Kuesioner
A. Identitas Responden
	Jenis Kelamin:
· Laki-laki
· Perempuan
	


	Usia:
· < 25 Tahun	
· 25 – 35 Tahun		
· 36 – 45 Tahun
	
· 46 – 55 Tahun
·  > 56 Tahun

	Pendidikan:
· SMA/SMK
· Diploma
	
· S1
· S2/S3

	Lama Bekerja di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara:

	· < 2 Tahun
· 2 – 5 Tahun
	· 6 – 10 Tahun
· > 10 Tahun

	Jabatan/Posisi:
· Kepala Bidang
· Kepala Sub Bidang
	
· Koordinator
· Staf Pelaksana

	Bidang/Unit Kerja
· Pendaftaran dan Penetapan
· Penagihan
	
· Pembukuan dan Pelaporan
· Perencanaan, Pengembangan dan Pengawasan Pendapatan


B. Petunjuk Pengisian Kuesioner
Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat sesuai dengan keadaan, pendapat, dan pemahaman Bapak/Ibu/Saudara
Keterangan:
1 =  Sangat Tidak Setuju		4 = Setuju
2 = Tidak Setuju				5 = Sangat Setuju
3 = Kurang Setuju
C. Pernyataan
1) Implementasi Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
	NO
	PERNYATAAN
	JAWABAN

	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	STS
	TS
	KS
	S
	SS

	1
	Petugas pelaksana memahami dengan jelas prosedur pelaksanaan opsen pajak MBLB.
	
	
	
	
	

	2
	Petugas memperoleh arahan dan sosialisasi yang memadai terkait pelaksanaan opsen pajak MBLB
	
	
	
	
	

	3
	Pelaksanaan opsen pajak MBLB berjalan sesuai jadwal dan prosedur yang telah ditetapkan.
	
	
	
	
	

	4
	Koordinasi antar bidang atau instansi terkait dalam pelaksanaan opsen pajak MBLB berjalan dengan baik
	
	
	
	
	

	5
	Pelaksanaan opsen pajak MBLB telah memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan pendapatan daerah
	
	
	
	
	

	6
	Kebijakan opsen pajak MBLB memberikan dampak yang menguntungkan bagi instansi maupun masyarakat.
	
	
	
	
	





2) Pengawasan
	NO
	PERNYATAAN
	JAWABAN

	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	STS
	TS
	KS
	S
	SS

	1
	Standar pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan opsen pajak MBLB dan pemungutan pajak MBLB telah ditetapkan dengan jelas.
	
	
	
	
	

	2
	Arahan dan pedoman dalam pelaksanaan pengawasan pajak MBLB telah disosialisasikan dengan baik
	
	
	
	
	

	3
	Pengawasan  dilakukan secara rutin pada pelaksanaan opsen pajak MBLB dan penerimaan pajak MBLB secara keseluruhan
	
	
	
	
	

	4
	Laporan hasil pemungutan opsen dan penerimaan pajak MBLB dievaluasi secara teratur oleh pihak pengawas.
	
	
	
	
	

	5
	Setiap masalah yang ditemukan terkait opsen pajak MBLB dan pajak MBLB segera ditindaklanjuti dengan langkah perbaikan.
	
	
	
	
	

	6
	Setiap pelanggaran terhadap ketentuan dalam pelaksanaan opsen dan penerimaan pajak MBLB mendapat tindak lanjut sesuai aturan yang berlaku
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